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2010

@ rangka mewujudkan penyelenggaraan
bahan yang baik sesuai tuntutan reformasi,

ya adanya transparansi dan akuntabilitas
é bagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden

@ mor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

@l’emberantasan Korupsi, maka Pemerintah Kota
Sukabumi perlu menyusun Rencana Aksi Daerah

@ Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi;

Menimbang :iahw

per

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Sukabumi tentang Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi
Tahun 2010 - 2013;



Mengingat

&

g

? ang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

1.

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Unddng Nomor 13 Tahun
1954 tentang Pengubahan -Undang Nomor
an

16 dan 17 Tahun 1950 (Lg egara Republik
r Tambahan

$ } nd(gsia Nomor

o

Lembaran Negara
551);

hun 1999 tentang
¢ Bersih dan Bebas

dari Kor lusif epotisme (Lembaran
Negar ik I &sfa Tahun 1999 Nomor 75,
Tapha! embaran Negara Republik Indonesia

1); %
ang—Uq@ Nomor 31 Tahun 1999 tentang
era Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

egara blik Indonesia Tahun 1999 Nomor
% 140, bahan Lembaran Negara Republik

@@

5.

I sia Nomor 3874);

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6.Undang-Undang ......




Memperha%

3

6.

N

IS

RE

2.

-3-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentghgYemgrintahan Daerah
(Lembaran Negara Republj

donahun 2008
Nomor 59, Tambahan@ apan, Negara Republik

Indonesia Nomor @2
Peraturan Pemeri omo ahun 2005 tentang
a

Pengelolaan angan D (Lembaran Negara
Republik sia 2005 Nomor 140,
bara ra Republik Indonesia

a ta Sukabumi Nomor 2 Tahun
Pemerintahan Kota Sukabumi
h Kota Sukabumi Tahun 2008

aturprnPaerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun
20 ‘ggﬁng Pembentukan dan Susunan Organisasi
Pe at Daerah Kota Sukabumi (Lembaran

@erah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Instuksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN .....




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH  PEMBERANTASAN ORUPSI  KOTA
SUKABUMI TAHUN 2010 - 2013.

Pasal l@ @
(1) Rencana Aksi Dae@ erant?(orupsi Kota

Sukabumi Tahun 2 - 2P13 merupakan rencana aksi
u

or p@cara terpadu dan
%erantasan Korupsi Kota
2013 secara keseluruhan

an, penindakan, koordinasi,

daerah pemberantas
berkesinambungan

% &

wasan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
@- berantasan Korupsi Kota Sukabumi Tahun 2010 - 2013
dilaksanakan oleh Tim Koordinasi, Monitoring, dan
Evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar .....



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan =~ Walikota  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan{di Sukabumi
Pada ta Oktober 2010

WA SU@JML
OP®:
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Diundangkan di Sukabumi @

Pada tanggal 25 Oktober 2010 /> @

SEKRETARIS DAERAH %: é

KOTA SUKABUM]I, %
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LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR : 19 TAHUN 2010
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH
PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA
SUKABUMI TAHUN 2010 - 2013

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI
KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 - 2018,

I. PENDAHULUAN @
Korupsi di Indonesia sudah me ena ;ang sangat

&

mencemaskan, hal ini disebabkan tinda, 51 ini tel emakin meluas

dan merambah pada lembaga eksekutif, atif, d@udlkatlf Tindakan

korupsi dapat didefinisikan sebagga (@ ) 1lan secara tidak jujur

perbendaharaan milik publik 2 ang ,« 1adakan dari pajak yang

dibayarkan oleh masyarak@ epe M memperkaya diri sendiri.
Y

Korupsi merupakan tmg u ya enyimpang dari tugas - tugas

resmi suatu ]abatan cara ]a dilakukan untuk memperoleh
keuntungan beru tus, an atau uang untuk perorangan,
keluarga dekat a ornp cidiri. Kondisi tersebut telah menjadi salah
satu faktor p bat a elaksanaan pembangunan di Indonesia.
P ntah h berupaya untuk memberantas tindak korupsi
den erbit, %bagai peraturan perundang-undangan mengenai
pencegahdn t@rupﬂ dan penindakan terhadap koruptor. Walaupun
demikian, ternyata masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang dapat
disalahgunakan oleh tersangka untuk melepaskan diri dari jeratan hukum.
Kelemahan-kelemahan ini muncul dikarenakan upaya-upaya penanganan

dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini tidak

didukung oleh :



1. upaya pemerintah yang sungguh-sungguh dalam memberantas
korupsi.

2. kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, dan kesamaan rencana tindak
(action plan) dari berbagai stakeholder dalam menykerantas korupsi.

3. peraturan perundang-undangan yang sa enunjang dan

memperkuat, dan masih banyaknya peratud brun -undangan

yang tumpang tindih, duplikasi, dan b¢ yangan, Olght karena itu,
perlu dilakukan penyempurnaan ‘:erhi
undangan dalam rangka meningkatkas” pen @an atas pelayanan
dan @

publik serta melakukan harm@ eraturan perundang-

undangan dan peraturan @ naa@g% berhubungan dengan

pengawasan dan peme% ternahinstansi pemerintah.
Permasalahan@ pem%@ntasan korupsi berhubungan erat

dengan sifat dan per . StruK{@r’dan sistem politik yang korup telah
melahirkan apé% an sik @ cenderung toleran terhadap perilaku

ap peratyfan perundang-

korupsi. Akibgfnya sistefy spsial yang terbentuk dalam masyarakat telah
melahirk ap d erilaku yang permisif dan menganggap korupsi
sebagd haly %ar dan normal. Tindakan korupsi juga disebabkan
karena ma @stem manajemen sumber daya manusia dari
penyelenggar@merintahan, mulai dari sistem rekrutmen, karir dan
promosi, dan penilaian kinerja sampai pada remunerasinya.
Ketidakberhasilan pemerintah dalam memberantas korupsi
semakin melemahkan citra pemerintah di mata masyarakat dalam

pelaksanaan  pemerintahan, = yang  tercermin  dalam  bentuk

ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap



hukum dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila
tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat
membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Langkah-langkah  untuk  mengetahui ambatan  dalam
pemberantasan korupsi telah dibahas dalam Rapat ipasi Pengawasan

Tingkat Nasional di Bali pada bulan Desembe yan enyepakat1
a

bahwa penanganan korupsi selama 1ru me, herb g 1 hambatan

serius yang dikelompokkan menjadi :

a. hambatan struktural, yaitu h@n y@umber dari praktik-
praktik penyelenggaraan dan intahan yang membuat

penanganan tindak orupsj tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Yang term alam pok ini diantaranya meliputi
egoisme sektoral @nstitus yang menjurus pada pengajuan
dana sebanyak- aknya uk sektor dan instansinya tanpa
memperhat? i 1or1al secara keseluruhan serta berupaya
menutu igpfangan-penyimpangan yang terdapat di
sektg 1nst@ ang bersangkutan; belum berfungsinya fungsi

san efektif; lemahnya koordinasi antara aparat

aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem

pengendﬁg intern yang memiliki korelasi positip dengan berbagai

penyimpangan dan inefesiensi dalam pengelolaan kekayaan negara
dan rendahnya kualitas pelayanan publik.

b. hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan

negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam



kelompok ini diantaranya meliputi masih adanya ”“sikap sungkan”
dan toleran diantara aparatur pemerintah yang dapat menghambat
penanganan tindak  pidana  korupsi, kurang  terbukanya
pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleygn dan melindungi
pelaku korupsi, campur tangan eksekutif, 1 dan yudikatif
dalam penanganan tindak pidana korupsi, ré en untuk

menangani korupsi secara tegas dan tun@ sikap BSTm 151f (masa
da

bodoh) sebagian besar masyarak emberantasan
korupsi. @

hambatan instrumental, §iaw@ yang bersumber dari
kurangnya instrumen wking dalam b

undangan yang me pena tindak pidana korupsi tidak

ntuk peraturan perundang-

berjalan sebagalm stmy ng termasuk dalam kelompok ini
diantaranya @ : @
undangan p v@f' dih sehingga menimbulkan tindakan
koruptif @a péhggslembungan dana di lingkungan instansi
pem@, bel adanya “single identification number” atau suatu
a51 %rlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM,
pajak/ b n lain-lain) yang mampu mengurangi peluang
penyalah@

banyaknya peraturan perundang-

an oleh setiap anggota masyarakat; lemahnya penegakan
hukum penanganan korupsi; belum adanya sanksi yang tegas bagi
aparat pengawasan dan aparat penega’kan hukum; sulitnya
pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses

penanganan korupsi sampai dengan penjatuhan hukuman.



d. hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari
diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen
yang baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan
dan akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi

tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang ter dalam kelompok

ini diantaranya meliputi kurang k enny@nanajemen
(Pemerintah) dalam menindaklanjuti p BAWASATT, lemahnya

koordinasi baik diantara aparat p¢r{gawssan mau antara aparat
pengawasan dan aparat penegak um; @ngnya dukungan
teknologi informasi dalam engg&K pemerintahan; tidak

aw@ urang profesionalnya
asans urang adanya dukungan
sistem dan prosedl%gawas am penanganan korupsi, serta

tidak memadainy kepe%@mn diantaranya sistim rekrutmen,
rendahnya ”g al” penilaian kinerja dan reward and

punishmen% %
Der@\emp@ an hambatan-hambatan di atas, tuntutan
untuk r@

rcep%emberantasan korupsi dirasakan masih belum

opti rena @ banyak permasalahan kapasitas kelembagaan
khusus le@ penegak hukum seperti pada lembaga Kepolisian,
k

lembaga keja

independennya organisasi

n, lembaga peradilan, mulai dari struktur organisasi,
mekanisme kerja dan koordinasi antara lembaga penegak hukum satu
dengan lainnya serta dukungan sarana prasarana untuk mendukung
percepatan pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum yang
melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana korupsi,

kemampuan, profesionalisme dan kualitasnya yang masih jauh dari yang



diharapkan. Hal demikian mengakibatkan seringnya kasus korupsi
dihentikan proses penyidikannya berhubung belum cukupnya alat bukti
yang diajukan.

Permasalahan yang juga mengemuka gari permasalahan

korupsi adalah masih lemahnya sistem pengaw rhadap lembaga
penegak hukum. Masyarakat telah semakin dan iga dengan
pengawasan internal yang dilakukan o@a hg-m 8 g lembaga
penegak hukum, bahkan seringkali difydulnsebagai at melindungi
aparat yang bersalah. Walaupun peng @n e nal saat ini telah
semakin intensif dilakukan olei@rara un masih menjadi
kendala berupa keterbatasa arakg.\ uk memperoleh akses
informasi terhadap proses han @ ara korupsi maupun putusan

terhadap perkara korupsi:
Dengan dite@wa L%g—Undang Nomor 30 Tahun 2002

tentang Komisi Pe@ntasan psi (KPK) dan perangkat pengadilan
Khusus Tindal% a Ko

harapan pad@emb@ sebut untuk mempercepat penanganan dan
eksekusi @— asugtindak pidana korupsi yang melibatkan tersangka
tin idana yang berskala besar dan menjadi perhatian
masyarakat. Sekagai perwujudan komitmen tersebut Pemerintah
Indonesia mearkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi yang antara lain berisi Instruksi

‘II (Tipikor), masyarakat sangat menaruh

kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala
Lembaga Pemerintahan dan Departemen, para Gubernur serta para Bupati
dan Walikota untuk mendukung upaya pemberantasan koruspi tersebut,

dan Kota Sukabumi sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik



II.

Indonesia yang sudah seharusnya mendukung upaya Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam progam peningkatan pelayanan
publik yang transparan, efektif dan efisien. Hal tersebut seperti yang
tertuang dalam RPJP/RPJM maupun RKPD Pemerlgah Kota Sukabumi

yang selaras dengan Instruksi Presiden tersebu meningkatkan

kualitas pelayanan publik sebagai upaya - tan berantasan

korupsi. @ ,\\ S
RENCANA AKSI DAERAH PEMBQFASA@ KORUPSI KOTA
SUKABUMI TAHUN 2010 - 2013

Penanganan Koru gal 1@ permasalahan sistemik,
memerlukan pendekatan han gecard sistematis, yaitu melalui

langkah-langkah pence ndakan Untuk memastikan

pencegahan maupun penindakan

dilaksanakannya lang gkah
serta untuk mem has1l konkrit kepada masyarakat sebagai
upaya mengem kep n terhadap hukum dan penyelenggara

negara sert erah ngenai anti korupsi kepada masyarakat

dilakuka@;m mo@mg dan evaluasi dan pemantauan internal.
g ksi Daerah Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi

Rep
Tahun 2010 3 merupakan kumpulan program kegiatan seperti yang
tertuang dalam RPJP/RPJM maupun RKPD Pemerintah Kota Sukabumi
yang selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai upaya percepatan

pemberantasan korupsi.



Program kegiatan yang disusun sebagai Rencana aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi tidak terlepas dari ruang lingkup kegiatan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kesepakatan Bersama antara

Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat, Pe tah Kab/Kota se

Jawa Barat dan DPRD Kab/Kota se Jawa Barat, @whp

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Neg ar! engan Pemerintah

0

Peningkatan Kualitas Pelayanan Pu @3

b. Penerapan Manajemen Berbasis Kine

c. Peningkatan Kapasitas Organisag

xyner % erah;
S gac@ arang/Jasa Pemerintah

d. Penataan Sistem Pelayana

Daerah; 0%
e. Pelaksanaan Lapor%ﬁrta éaan Penyelenggara Negara

(LHKPN).
Untuk perlode%gé 2010 a1 dengan 2013 Rencana Aksi Daerah
Pemberantasdfy lorupsi ukabumi diprioritaskan pada beberapa hal,

dapat dil@ada t%berikut.
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Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
korupsi yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah Kota Sukabumi masih
bersifat parsial dan konvensional, yaitu melalui pengawasan internal dan
eksternal, penyelidikan kasus-kasus yang berindikasi/Aorupsi dan apabila
dipandang perlu akan diajukan ke tahap penyi enuntutan dan
hukuman. Mekanisme inipun ternyata mengala: @ baga batan dan
belum dapat dilaksanakan secara optimal, m u n's a&ramg telah
banyak peraturan perundang-undang dlterblt dalam rangka

pemberantasan korupsi. Lembaga pe htah @ bertugas untuk

menangani pemberantasan tind K wnidana % i tidak atau belum
berfungsi secara efektif dan efisteri\Ra ena@ optimalnya pihak-pihak

terkait yang dilibatkan. 0%

Dalam rangka M g da asi Pelaksanaan Rencana Aksi
Daerah Pemberantasa si K abumi Tahun 2010 - 2013, selain
penguatan fungsi @awasa @ lembaga pemerintah, juga sangat
diperlukan p% bers1fat eksternal, dimana elemen
masyarakat em r1 kontribusi yang besar untuk memastikan

pelaksan encan@si Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Kota
0

Suk ahu - 2013, benar-benar memberikan implikasi yang

besar tetkvaday 3 rantasan korupsi khususnya di Kota Sukabumi.
penguatan dan perlindungan terhadap masyarakat
dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap praktek-praktek
korupsi sangat diperlukan, misalnya dalam bentuk :

1. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan

terjadinya tindak pidana korupsi;
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2. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan
memberikan informasi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi
kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana
korupsi;

3. hak untuk menyampaikan pendapat dan saran secargnbertanggung jawab
kepada aparat penegak hukum yang menangani tin ana korupsi;

4. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanya a@ng an kepada

aparat penegak hukum;

5. hak untuk memperoleh perlindungan as pen aian informasi
tentang adanya dugaan terjadinya tindak na ko

Kegiatan monitoring dan e\@ har sanakan dan dapat
dipertanggungjawabkan, sehingg Harapk n terjadi suatu siklus
menajemen yang menghasilk Qenyesuaian Rencana Aksi
Daerah Pemberantasan Kor g@ i pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, dokuenca si Daerah Pemberantasan Korupsi

Kota Sukabumi Tahun, 2013 ake@menjadi dokumen yang hidup (living

document) yang da}%%> dip

teridentifikasi d@ngk@merantasan tindak pidana korupsi di Kota

Harui, sesuai dengan kebutuhan yang telah

Sukabumi

Sanaan %{ing dan evaluasi dilakukan baik secara internal
oleh instansi/le pemerintah maupun oleh eksternal yaitu oleh
masyarakat, LSM, lembaga Profesional lainnya. Keterlibatan secara aktif
komponen eksternal dapat diakomodasikan dalam bentuk kelompok kerja,
dalam hal ini telah diimplementasikan dengan dibentuknya Tim Koordinasi,
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah

Kota Sukabumi.



III. PENUTUP

1.

Mengingat pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah-

ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya, maka isu prioritas
dan kegiatan yang tercantum dalam Rengana Aksi Daerah
Pemberantasan Korupsi Kota Sukabumi Tah&mo - 1013 akan
disesuaikan dengan kebutuhan dan priorita g—m@ pelaksana
pada rencana tersebut. @ S

Guna tercapainya Rencana Aksi Dpdrah ffgTsebut &E&uhkan kondisi
dan lingkungan yang kondusif den@i da@mitmen pimpinan,

kualitas sumber daya manu@.g @A dengan penerapan
strategi, perencanaan da OR ata@i terdiri dari tindakan

¢-\© serda onitoring dan evaluasi
pelaksanaan RencanaARsibaera Sukabumi.

Upaya pemberan@rups%nerlukan proses dan waktu yang

tidak singkat, @r dayg @ ¢ memadai, serta partisipasi seluruh
d

stakeholde a. ) itu pelaksanaan semua rencana tindak
dalam r@ aks@ ut, pemantauan dan evaluasinya perlu
meh@? .

@ Sukabumi, 25 Oktober 2010

@ WALIKOTA SUKABUMI,

pencegahan dan peR

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR



RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI KOTA SUKABUMI TAHUN 2010 - 2013
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK
SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

RUANG LINGKUP RGET
No KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KELUARAN/HASIL KENQARAN/HASIL PELAKSANA
1 2 3 4 RNNE 6
1 | Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini | Keluaran : Bantuan dana i \\ég lefpPaga TK/ | Dinas Pendidikan
Pelayanan publik (PAUD) penyelenggaraan . UD
TK/PAUD @
Hasil : Meningkatnya
meng1kut1 pen @3 1O
blaya
Wajib Belajar Pendidikan 12 | Keluaran 2 swa bagi 1000 org Dinas Pendidikan
Tahun O ‘ h SD S @
Hasil angnya sj
x (4 drop out ‘\%

Peningkatan Pelayana
Kesehatan Masyarakat

ketersediaan
kesehatan

€ yang
Serutu dan terjangkau bagi
O asyarakat

80%

Dinas Kesehatan

i

: Peserta yang mengikuti dialog
antara pemda dan masyarakat

: Terjalinnya  hubungan yang
harmonis antara pemerintahan
dengan masyarakat

1.629 Ketua RT
384 Ketua "RW

Bagian Tata
Pemerintahan

Pen)\\gﬂan\S@P SKPD

Keluaran
Hasil

: SOP SKPD
: Adanya panduan dalam

24 SOP SKPD

melaksanakan pelayanan publik

Bagian Organisasi
dan Tata Laksana
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2 3 4 5 6
Penerapan Koordinasi Penyusunan | Keluaran Buku Lakip Kota, Penetapan |2 ah buku | Bagian Tata
Manajemen Berbasis Laporan  Penyelenggaraan Kinerja, LPPD, LPOD dan ILPOD | (ipesi asing Pemerintahan
Kinerja Pemerintahan Daerah Hasi Adanya bahan kebijaka aan 100

pimpinan dalam penyelenggar a(@h)
pemerintahan daerah
Peningkatan Penerimaan kunjungan kerja | Keluaran Penerimaan Kunj w \% kali imaan | Bagian Tata
Kapasitas Organisasi dari Daerah lain/lembaga/ daerah lain u 'unga% un Pemerintahan
Pemerintah Daerah instansi lainya Hasil Meningkatnya dan b O
pengetapman apar N
Rapat koordinasi Pejabat | Keluaran Pen elén 127 kali rapat | Bagian Tata
Pemerintah Daerah inysi koordinasi/ tahun Pemerintahan
ritfah Kota u

@@%

Adanya koorli a
Muspida di N
Sukabu

Penataan Sistem Pe- Pelayanan 3\@}1 Pengadaan Barang | SKPD melaksanakan | UPT  Pengadaan
layanan Pengadaan Barang/Jasa s&ca % sesuai dengan Keppres | pengadaan  barang | Barang dan Jasa
Barang/]Jasa di UPT Pe Tahun 2003 dan|dan jasa melalui | pada Bappeda
Pemerintah Daerah dan Jasa dllakukan melalui  Layanan | LPSE Kota Sukabumi
@ Pengadaan Barang dan Jasa
Sistem Elektronik (LPSE)
< Terselenggaranya pengadaan
barang dan jasa secara terpusat
dalam upaya meningkatkan
Q efisiensi, efektivitas, transparan
@ dan persaingan sehat
Pelaksanaan LHKPN Pelal}%t?n LHKPN di | Keluaran Jumlah pejabat Esselon III yang | 107 orang esselon III BKD
lingkurfgan Pemerintah Kota mengisi dan menyampaikan
Sukabumi LHKPN
Hasil Terwujudnya transparansi dan 100 % BKD
akuntabilitas ~ penyelenggaraan

negara
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3 4 5
2 Sosialisasi Penyusunan | Keluaran Jumlah pejabat yang | 24 oragg esselon Il - BKD
LHKPN di Lingkungan berkewajiban untuk mengisi dan | 10AQrgng esselon III
Pemda Kota Sukabumi menyampaikan LHKPN

Hasil

Bertambahnya kemampuan p ra<}0 %

pejabat  dalam __pe uha
LHKPN yang byGdeh e
M\_/




